ABSTRAK
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Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan salah
satu instrumen hukum yang dirancang untuk memperkuat pemberantasan tindak
pidana korupsi dan kejahatan terorganisir lainnya dengan cara menyita aset hasil
kejahatan tanpa bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku. Namun hingga
kini, RUU tersebut belum juga disahkan, meskipun urgensinya semakin tinggi
seiring meningkatnya kejahatan ekonomi dan lemahnya efektivitas pemulihan aset
negara melalui jalur pidana konvensional.

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengesahan RUU
Perampasan Aset dalam perspektif teori keadilan John Rawls dan fiqih dusturiyah
(fikih ketatanegaraan Islam). Dalam teori keadilan John Rawls, prinsip keadilan
distributif dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara menjadi pijakan
dalam menilai bahwa pengesahan RUU ini merupakan bentuk keadilan
institusional yang diperlukan untuk menciptakan tatanan sosial yang adil.
Sementara dalam perspektif fiqih dusturiyah, hukum perampasan aset dapat
dibenarkan selama memenuhi prinsip kemaslahatan umum, keadilan, dan tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti prinsip hifz al-mal
(perlindungan terhadap harta).

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, filsafat hukum, dan maqashid syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset
merupakan langkah strategis dan mendesak untuk mengisi kekosongan hukum,
memperkuat sistem pemulihan aset negara, dan mewujudkan keadilan substantif
bagi masyarakat. Dengan demikian, penundaan pengesahan RUU ini berpotensi
menghambat upaya negara dalam melindungi kepentingan publik dan
memberantas kejahatan secara efektif.
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The Draft Law on Asset Forfeiture is a legal instrument designed to
strengthen the eradication of corruption and other organized crimes by allowing
the confiscation of criminal assets without relying solely on criminal convictions.
However, despite its increasing urgency due to the rising complexity of financial
crimes and the limited effectiveness of conventional asset recovery mechanisms,
the bill has yet to be enacted

This thesis aims to examine the urgency of passing the Asset Forfeiture
Bill from the perspectives of John Rawls' theory of justice and figh dusturiyah
(Islamic constitutional jurisprudence). According to Rawls' theory, particularly the
principles of distributive justice and the protection of basic liberties, the
enactment of this law is an institutional necessity to ensure a fair and equitable
social order. From the viewpoint of figh dusturiyah, asset forfeiture is permissible
as long as it adheres to the principles of public welfare (maslahah), justice, and
alignment with Islamic legal objectives, including the protection of property (hifz
al-mal).

This research adopts a normative juridical method with statutory,
philosophical, and maqashid sharia approaches.

The findings indicate that enacting the Asset Forfeiture Bill is a strategic
and urgent step to fill legal gaps, enhance state asset recovery mechanisms, and
realize substantive justice. Delaying its passage may hinder the state's efforts to
safeguard public interest and combat crime effectively.
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